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Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual
beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi
para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatal an akta
dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi akta
yang hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan. Penulisan tesisini bertujuan untuk mengetahui
jenis pertanggungjawaban PPAT selaku pejabat umum ketika melakukan kelalaian dalam menjalankan
tugasnya. Metode penulisan tesis ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang
disgjikan secara deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa suatu akta yang dinyatakan cacat
hukum karena kesal ahan, kelalaian maupun karena kesengajaan. PPAT dapat dimintal
pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Adapun bentuk perlindungan
hukum bagi pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada tanah yang
dibelinya, dapat mengajukan gugatan kepada untuk menuntut pengembalian hak atas tanahnya serta dapat
menuntut ganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

<hr>Thereis aninaccuracy of the Land Deed Official (PPAT) in preparing the land sale and purchase that is
not in accordance with the laws and regulations, resulting in losses for interested parties. This creates alegal
consequence of the cancellation of the deed before the court or the deed which initially has perfect legal
power to become a deed that only has legal force under the hand. The writing of thisthesis aimsto find out
the type of PPAT accountability as a general official when doing negligence in carrying out their duties. The
method of writing this thesis uses normative juridical and relies on secondary data presented descriptively
analytically. The results of writing indicate that a deed is declared to be legally flawed dueto errors,
negligence or intentional. PPAT can be held accountable for administrative, civil and criminal matters. The
form of legal protection for buyersin good faith who are not aware of any defects inherent in the land, they
can file alawsuit to demand the return of their land rights and can claim damages consisting of costs, losses
and interest.
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